
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 10 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL 
RADIO PURBASORA KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimba ng : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa l 14 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyia ran 
dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Penyelen ggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 
Purbasora Kabupaten TasikmaJaya; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim aksud 
pada huruf a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya ten tang Pem bentukan Lem baga Penyiaran 
Publik Lokal Ra dio Purbasora Kabupaten Ta s ikmalaya ; 

1. Undang-Undang Nom or 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 
1999 Nomor 154, Tamba han Lemba ran Negara Republik 
Indones ia Nomor 388 1) ; 

2. Unda ng-Un dang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indon esia Ta hun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nom or 3886); 

3 . Undang-Undang Nom or 40 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

ten tang Pers 
Tahun 1999 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 3887); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ten tang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4252); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4486); 

9. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) ; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
28 / PER/M.KOMINFO /03 /2008 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 

11 . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
18jPjM.KOMINFOj09j2009 tentang Tata Cara dan Proses 
Perizinan Penyelenggara a n Penyiaran oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Da erah Kabu paten/Kota; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN 
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PURBASORA 
KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaIl 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
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3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya 

yang selanjutnya disebut LPPL Radio Purbasora adalah Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah 
Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, 
netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk 
kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik 
Indonesia (RRI). 

6. Dewan Pengawas a da lah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi 
mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyia ran publik yang 
menjalankan 'u ga s pengawasan untuk mencapai tujuan lem baga penyiaran 
publik. 

7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran pu b Jik yang 
berv.renang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyjaran 
pu blik 

8. Komi 'i Penyiaran Indonesia Pu sat yang selanjutnya disebut KPIP adalah 
lemba ga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud 
peran serta masyarakat di bidang penyiaran , yang tugas dan wewe na ngnya 
diatur dalam Undang-Undang Nornor 3 2 tahun 2002 tentang Penyia ran . 

9. Komis i Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPJ O adalah 
lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Barat, sebagai 
wujud peran serta masyarakat di b idan g penyiaran , yang tu ga s dan 
wewenangn Tel cliatu r dala m Undang- Undang NomoI" 32 tahun 2002 tentang 
Penyia ra n . 

10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 1 ogram Siaran a dalah acuan bagi 
lembaga penyiara n dan KPI untuk m enyelenggaraka n d an m engawa s i sistem 
penyiara n nasiona l di Indonesia . 

11. Anggaran Pendapatan da n ReJanja Daerah selanj u tnya dise but APBO adalah 
Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa ten Tasik maiaya. 

BAB II 
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARA , T 

Pasa12 

(1) Lembaga Penyiara n Pu lik L kal Radio Kabu paten Ta ik m alaya untuk jasa 
penyiaran radio berbentu k Badan Huku m . 

(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal I<.adio Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bernama Purbasora . 

(3) Susun<;ln Organisasi LPPL Radio Purbasora diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

BABIII 

SIFAT DAN TUJUAN 

( 1) LPPL Radio Purbasora, baik 
penyelenggaraan p enYlarannya , 

komersial. 

Pasal3 

secara 
bersifat 

kelembagaan maupun dalam 
independen, netra l, dan tidak 
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(2) LPPL Radio Purbasora, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong 
terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, 
memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat 
mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa. 

BABIV 
PERIZINAN 

Pasal4 

Untuk menyelenggara kan pe yia ran, LPPL Ra dio Purba sora wajib mendapatkan 
lzm penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan perm ohon an kepada 
Kementerian Kornu t ikasi dan In form atika Repu brk In donesia me1al 1i (PID. 

BABV 
ALAT KELENGKAPAN 

Pa sa l 5 

(1) Alat kelen gka pan LPPL Radio Pu r basora adalah Dewa n Pengawas dan Dewan 
Direksl, 

(2) Dewan Pe ngawas dan Dewan Direksi m emil.iki masa ker:ja seJama 5 (lima) 
tahun dan dapat dipil ih kembali unluk 1 (satu) kali masa kerja ber'jkutnya . 

Bagian Kesa tll 
De a n P ' nga wa 

Pasa1 6 

(1) Dewan Pen ':7awas adalah ja bata n non-eRelon. 

(2) Jumlah An ggota Dewan Pen gawas sebanyak 3 (tiga) oral1g terd.iri d a r i un sur 
pemerintah , praktisi penyiaran dan m a syarakat. 

(3) Dewan Pengawas d i tetapkan oleh Bupa ti a ta s u su l D PRD , 

(4) Usulan Calon Anggota Dewan Pen ga wa s d ilaku kan mela tui Iji kepa tu tan dan 
ke1ayakan se ,a'a t ~rbuka atas m a s ukan dari Pem r 'n tah danjatau 
masyarakat. 

Pa a1 7 

Dewan Pengawas berhak r endapat penghasilan yang be sa n ya ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasa1 8 

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut : 
a . memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; 

b. menetapkan program umum lima tahun LPPL Radio Purbasora; 

Pasal9 

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut: 
a. mengawasi kinerja Dewan Direksi; 
b. mengawasi siaran; 
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c. rnenjarnin bahwa LPPL Radio Purbasora tetap berorientasi pada publik; 

d. rnenampung aspirasi, kritik, keluhan rnasyarakat untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Dewan Direksi; 

e. rnerninta dan rnenerima masukan, saran atau pendapat publik rnengenal 
siaran/ acara LPPL Radio Purbasora. 

Pasall0 

Untuk dapat dipilih sebaga i anggota Dewan Pengawas h a ru s memenuhi syarat 
se bagai berikut : 
a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia kepa da Pancasila dan UUD 194 5: 

c. berpen idikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; 

d. sehat ja srnani dan rohani; 

e. berwibawa, jujur, adil da n berkelakuan tidak tercela; 

f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus rnernenuhi ku alilikasi 
dan kompe -ensi di bic1ang penyiaran; 

g. bagi a nggola yang diangkat dari unsur masyarakat wajib l10npa 6 <.::a n , tidak 
sedang m enjabat anggota legislatif dan y udikatif; 

h. bagi a nggota dari unsur penyiaran wajib mcmiliki pengaJarnan di bidang 
penyiaran yang 1ay81< dan tidak sedang menjabat atau me gelola lcmbaga 

. . 
penYlaran mnnya; 

1. tidak merniliki ikatan dengan Jembaga penyiaran laj.n. 

Bagian Kedua 
Direksj 

PasaJ 11 

Direksi rnem iliki kewen anga L1 sebaga i berikut : 
a. menjabar (an program u mum dan Dewan Pengawas selama 5( lima) tahun; 

b. rnengangkat dan m emberhentikan karyawan LPPL Radio Purbasora yang 
berstatus non PNS a tas persetujuan Dewan pengawas; 

c. rnenetapkan ke bijakan pera~ ional untuk kern' j a n LPPL Radio Purbasora; 

d. menjalin kerjasarna dengan pit ak-plh ak luar untu k kernajuan LPPL 
Radio Purbasora sesuai engan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa l ] 2 

Direksi memiliki tugas sebagai berikut : 
a . menjamin siaran yang dilakukan tidak rnelanggar Pedornan Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran 
Indonesia; 

b. melayani hak Publik akan inforrnasi yang independen, netral dan tidak 
kornersial; 

c. turut rnengernbangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten 

Tasikmalaya; 
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d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat. 

Pasal13 

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan 
sebagai berikut : 
a . warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 

c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara. 

d. sehat jasmani dan roh ani; 

e. memiliki keca kapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 

f. memiliki kom petensi dan pengalaman di bidang penyiaran; 

g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non-partisan; 

h . tide k m emiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. 

Pasal 14 

(1) Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Purbasora kepada Bu pati dan 
DPRD secara berkala. 

(2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Purbasora d 'awasi oleh Dewan 
Pengawa s , DPRD dan KPID. 

Pasal 15 

Direksi berh ak mendapat pengh a silan yang besarnya ditetapkan dengan 
Keputusan Supati . 

BAB VI 
SUMBER BIAYA 

Pa sal 16 

(1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Purbasora dan alat kelengkapannya berasal 
dari APBD. 

(2) LPPL Radio Purbasora diperbolehkan untuk mendapatkan sumber 
pembiayaan lain yaitu: 

. . 
a. luran penytaran; 
b. siaran Iklan, sesuai peraturan perundang-u ndangan; 
c. usaha lain yang sah dan tidak mengika t. 

BAB VII 
PERA TURAN PERALIHAN 

Pasal17 

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan 
lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal18 
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut o1eh Kepala Bagian Hubungan 
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Pa sel 19 

Peraturan Bupati in ' mu l' . b rlal u pa d ta 199al d ·undangka J. 
Agar setiap ora 19 m engetahuinya, memerintahkan pengund L n ga n Peraturan 
Bupati Tasikmala. a ini den ba n penempatannya da la m Berit a Daerah Kabupaten 
Tasikmalay ' . 

Diundangkan dj Tasik rna laya 

pad a tanggcl11 2 April 2013 

SEKRET . . R-S DAEl4..E 

KABUPATE flTf\SIKMALAYA, 

H. D O,. ODIR 
; - ---- -

Pembina Uta m a Muda 
NIP. 19611217 198305 1 01 

Ditetapkart di Singaparna . 0 

pada tanggal 12 Apri l 2013 

t. BIJPATI TASIKMAI4YA! 

BERITA DAERAH KABUPATE TASIKtl ALA Y A TAHUN 20 13 NOMOR 

-


